
YOGYA (KR) - Program

Gandeng Gendong yang

digulirkan pemerintahan

Haryadi Suyuti-Heroe

Poerwadi dinilai cukup

strategis dalam hal pember-

dayaan. Akan tetapi pro-

gram tersebut harus mam-

pu menyasar kelompok yang

lebih luas.

Menurut Ketua Komisi B

DPRD Kota Yogya Susanto

Dwi Antoro, selama ini

Gandeng Gendong yang di-

fasilitasi anggaran Pemkot

Yogya masih fokus untuk ja-

muan makan minum. “Ja-

ngan hanya berhenti di situ

tetapi bisa dikembangkan

untuk sektor yang lebih lu-

as,” urainya, Rabu (7/4).

Khusus untuk Gandeng

Gendong kuliner, diakuinya

sudah seharusnya di-

lakukan evaluasi. Terutama

menyangkut kelompok

penyedia jasa kuliner yang

masuk dalam aplikasi

‘Nglarisi’. Salah satunya

menyangkut perampingan

jumlah anggota kelompok

yang ada di wilayah.

“Sekarang kan jumlah

anggotanya sepuluh orang.

Masukan di lapangan, ter-

nyata itu menyulitkan da-

lam pembagian keuntung-

an. Mungkin cukup tiga

orang dan mereka yang

mengkoordinir,” usulnya.

Sedangkan sektor lain

yang perlu diakomodir me-

lalui Gandeng Gendong

ialah pelaku UMKM. Ter-

utama menyangkut kurasi

guna menjamin kualitas

produksi agar bisa diterima

pasar yang lebih luas.

Kurasi bisa dilakukan oleh

instansi terkait dengan

menggandeng pihak yang

berkompeten. Selain

UMKM, gabungan kelom-

pok tani (gapoktan) juga bisa

difasilitasi Gandeng Gen-

dong. Salah satunya gapok-

tan di bidang tanaman hias

yang berpeluang mendis-

play produknya di hotel

yang ada di Kota Yogya.

(Dhi)-f

YOGYA (KR) - Badan

Pemberdayaan Ekonomi

Kerakyatan (BPEK) DPD

PDI Perjuangan DIY akan

menggelar pameran

UMKM 9-11 April 2021.

Dengan melibatkan para

pelaku UMKM Milenial, pa-

meran ini diharapkan dapat

membangkitkan perekono-

mian di DIY. 

Kepala BPEK DPD PDI

Perjuangan DIY Andy

Rakhmat Santoso SE men-

jelaskan, pameran yang

akan digelar di gedung DPD

PDI Perjuangan ini akan di-

ikuti sekitar 31 pelaku

UMKM. Alasan pameran ini

karena tak sedikit para

pelaku UMKM menjerit aki-

bat dari hantaman badai

pandemi. 

“BPEK DPD PDI Per-

juangan DIY mempunyai

tugas salah satunya me-

ngembangkan dan mem-

bangun keberdikarian rak-

yat dalam ekonomi. Ter-

masuk ikut serta memi-

kirkan nasib dan per-

soalan-persoalan ekonomi

rakyat,” jelasnya. 

Menurutnya, BPEK DPD

PDI Perjuangan DIY mem-

punyai keyakinan dalam hal

perjuangan dan pemba-

ngunan tentu harus meli-

batkan anak muda atau

kaum milenial sebagai gene-

rasi penerus. Untuk itu pa-

meran kali ini menggan-

deng para pelaku UMKM

milenial. 

“Banyak kalangan mile-

nial di Yogyakarta yang

mempunyai potensi dan kre-

atifitas yang tinggi dalam

UMKM. Tetapi mereka

membutuhkan wadah un-

tuk berkumpul dan bergo-

tong-royong dalam hal ke-

majuan perekonomian,”

ujarnya.  

BPEK DPD PDI Per-

juangan DIY mempunyai

harapan besar dengan terse-

lenggaranya pameran

UMKM ini ikut serta dalam

membangkitkan  perekeno-

mian di Yogyakarta. (Sni) -f
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19 April, Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Persiapan tidak hanya

berkaitan dengan fasilitas

pendukung prokes, tapi juga

SDM termasuk memas-

tikan mereka sudah meng-

ikuti vaksinasi Covid-19.

Karena sesuai dengan kese-

pakatan, uji coba pembela-

jaran tatap muka akan di-

laksanakan di 10 sekolah di

DIY. Adapun untuk pelak-

sanaannya uji coba pembe-

lajaran tatap muka diren-

canakan pada 19 April men-

datang.

“Kami sudah memper-

bolehkan sekolah untuk

melaksanakan uji coba pem-

belajaran tatap muka bagi

jenjang SMA/SMK di DIY.

Rencananya uji coba pembe-

lajaran tatap muka itu akan

dilaksanakan di 10 sekolah,

tentu dengan penegakkan

prokes yang ketat,” kata

Sekretaris Daerah (Sekda)

DIY, Drs K Baskara Aji di

Kompleks Kepatihan, Rabu

(7/4).

Dungkapkan, seluruh gu-

ru dan tenaga kependidikan

di sepuluh sekolah yang

akan melaksanakan pembe-

lajaran tatap muka di-

pastikan telah mendapat-

kan vaksinasi Covid-19

hingga dosis kedua. Upaya

itu menjadi syarat mutlak

untuk menggelar pembela-

jaran tatap muka (luring)

guna mencegah penularan

Covid-19 di lingkungan

sekolah. Meski sudah men-

dapatkan vaksin, pihaknya

tetap meminta kepada para

guru agar tetap mengede-

pankan prokes.

“Meski proses vaksinasi

masih berlangsung, tapi se-

bagian besar guru sudah di-

vaksin . Begitu pula untuk

guru di sepuluh sekolah ada

sekitar 800 orang yang su-

dah melaksanakan vaksin

dosis dua,” ujarnya.

Komentar senada diung-

kapkan oleh Kepala Disdik-

pora DIY, Didik Wardaya

MPd. Menurutnya, sebelum

pelaksanaan pembelajaran

tatap muka dilaksanakan

guru di 10 sekolah tersebut

dipastikan sudah menda-

patkan vaksinasi sampai

tahap kedua. Bahkan untuk

vaksinasi massal di JEC

mendapatkan kuota se-

banyak 4.000 peserta.

Adapun untuk uji coba pem-

belajaran tatap muka akan

dilaksanakan pada 19 April

mendatang. Sebelum pem-

belajaran tatap muka dilak-

sanakan, pihaknya memas-

tikan penegakan prokes bisa

dilaksanakan dengan baik.
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YOGYA (KR) - Jemaah

haji Indonesia kemungkin-

an besar akan diwajibkan

melakukan tiga kali tes

swab PCR jika nantinya

Pemerintah Kerajaan Arab

Saudi mengizinkan. Hal

tersebut terkait penerapan

protokol kesehatan sangat

ketat dan menjadi bagian

ketentuan yang harus dite-

rapkan dalam penyeleng-

garaan haji di masa pande-

mi.

“Swab PCR pertama di-

lakukan paling lambat

2x24 jam sebelum be-

rangkat ke Arab Saudi.

Kedua, swab PCR di-

lakukan saat tiba di Arab

Saudi dan ketiga dijalani

lagi jelang pulang ke Tanah

Air,” jelas dr H Tejo Katon

SSi MBA MM, Rabu (7/4).

Hal tersebut kata dr Tejo ju-

ga disampaikan saat men-

jadi narasumber Pelayanan

Kesehatan Jemaah Haji

pada Kegiatan Sertifikasi

Pembimbing Manasik Haji

dan Umrah di University

Hotel UIN Sunan Kalijaga,

Senin (5/4).

Selain swab PCR lanjut

dr Tejo, jemaah juga ke-

mungkinan besar di-

haruskan melakukan swab

Antigen yang dilakukan je-

lang masuk asrama haji.

Pasalnya saat akan masuk

asrama, jemaah calo haji

harus membawa bukti

negatif hasil swab antigen.

“Upaya kesehatan yang

diberikan kepada jemaah

haji pada seluruh kegiatan

penyelenggaraan ibadah

haji dilakukan dalam ben-

tuk kuratif dan rehabili-

tatif. Rangkaian pelayanan

kesehatan haji dilak-

sanakan melalui tiga tahap

pemeriksaan kesehatan ha-

ji, yaitu tahap pertama

menetapkan status kese-

hatan jemaah haji risiko

tinggi dan atau tidak risiko

tinggi, tahap kedua mene-

tapkan status kesehatan je-

maah haji memenuhi

syarat istithaah dan tidak

memenuhi syarat istithaah

kesehatan haji dan tahap

ketiga menetapkan status

kelaikan terbang dan tidak

ke Mekkah,” urai Ketua

PW Forum Komunikasi

Alumni Petugas Haji

Indonesia wilayah DIY

tersebut.

Ditegaskan dr Tejo pula,

salah satu upaya penting

dalam penyiapan jemaah

haji dengan melakukan

vaksinasi Covid-19. Pasal-

nya vaksinasi kepada je-

maah haji merupakan upa-

ya perlindungan terhadap

penyakit Covid-19.   (Feb)-f

YOGYA (KR) - Sejumlah persiapan ber-
kaitan dengan pelaksanaan uji coba pembe-
lajaran tatap muka jenjang SMA/SMK,
terus dimatangkan oleh Pemda DIY, dalam
hal ini Disdikpora DIY. 

Gandeng Gendong Harus
Sasar Kelompok Luas

Siapkan Kesehatan Jemaah Haji Indonesia

Larangan Mudik Dilema bagi Pelaku Wisata
YOGYA (KR) - Pe-

merintah pusat resmi me-

neken keputusan larangan

mudik musim lebaran

tahun ini. Terutama perio-

de 6 hingga 17 Mei 2021.

Kebijakan itu pun men-

jadikan dilema bagi pelaku

wisata. Apalagi Kota

Yogyakarta selama ini akti-

vitas ekonominya banyak

ditopang oleh industri pari-

wisata.

Anggota Fraksi PDI

Perjuangan DPRD Kota

Yogyakarta Ipung Purwan-

dari, mengungkapkan tu-

juan larangan mudik tidak

bisa dilepaskan dari upaya

pengendalian Covid-19.

Terutama untuk men-

dukung optimalisasi vaksi-

nasi yang tengah bergulir.

“Pengendalian Covid-19 ini

memang tanggung jawab

kita semua. Tapi kita pun

berharap ada kebijakan

yang saling memberikan

kemanfaatan. Satu sisi ke-

sehatan harus tetap terja-

ga, di sisi lain aktivitas juga

harus berjalan beriringan,”

katanya, Rabu (7/4).

Dirinya yang juga pelaku

industri pariwisata sekali-

gus pengurus di Perhim-

punan Hotel dan Restoran

Indonesia (PHRI) Yogya-

karta ini merasakan betul

dampak kebijakan la-

rangan mudik tersebut.

Hal ini karena jauh hari se-

belumnya para pelaku ho-

tel dan restoran sudah

mengharapkan berkah

libur panjang lebaran

tahun ini guna menutup

kerugian yang sudah

didera sejak tahun lalu.

Apalagi tidak jarang pelaku

yang sudah melakukan

persiapan matang dengan

mengeluarkan operasional

besar namun akhirnya

muncul kebijakan larangan

mudik.

Dari aspek keamanan,

menurut Ipung hampir se-

mua hotel dan restoran,

terutama yang tergabung

dalam PHRI telah terveri-

fikasi protokol kesehatan

dari pemerintah. Bahkan

tamu yang tidak menerap-

kan protokol kesehatan ti-

dak akan diterima. 

“Sebagai pelaku wisata,

kami membuka pintu lebar

bagi wisatawan dengan ca-

tatan harus sesuai dengan

ketentuan kesehatan. Se-

dangkan sebagai anggota

dewan, saya pun mengajak

semua pihak untuk men-

sikapi ini dengan arif. Meski

mudik dilarang, harapan ki-

ta semua wisata tetap ber-

jalan dengan protokol ketat.

Wisata juga bagian menjaga

imunitas,” urainya.

Ipung juga berharap ada

kebijakan lanjutan guna

menjaga iklim industri

pariwisata sebagai upaya

menekan dampak kebi-

jakan larangan mudik.

Terutama bagi daerah yang

selama ini mengandalkan

sektor pariwisata seperti

Kota Yogya.                (Dhi)-f

YOGYA(KR) - Sepanjang tahun 2020 lalu Pemkot Yogya

menerima 29 permohonan dispensasi pernikahan usia anak.

Berdasarkan UU 1/1974 tentang Perkawinan, batasan usia

pernikahan yaitu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19

tahun bagi laki-laki.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

(DP3AP2KB) Kota Yogya Edy Muhammad, jumlah pengaju-

an permohonan dispensasi itu hampir sama dengan tahun

2019. Pada 2019, permohonan dispensasi untuk anak

perempuan berjumlah sembilan anak dan pada 2020 naik

menjadi 13 anak. Sedangkan permohonan dispensasi perni-

kahan untuk anak laki-laki pada 2019 tercatat 23 anak dan

pada 2020 turun menjadi 16 anak. “Tentu saja, angka-angka

tersebut tetap harus menjadi bagian dari evaluasi kami.

Sebagian besar penyebab terjadinya pernikahan usia anak

memang masih pada faktor kehamilan yang tidak di-

inginkan,” katanya, Rabu (7/4).

Jika dikaitkan dengan pandemi Covid-19, Edy mengata-

kan, faktor tersebut bukan menjadi satu-satunya penyebab

terjadinya pernikahan usia anak terutama pada aspek keke-

rasan seksual. Selain dispensasi, jika pernikahan anak terse-

but tetap harus digelar maka perlu pendapat psikolog atau

konselor dari puskesmas atau melalui UPT Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. “Masyarakat

pun bisa melapor jika mengetahui terjadinya pernikahan

usia anak,” imbuhnya.

Edy menjabarkan, Pemkot Yogya sudah memiliki Perwal

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan

Anak. Regulasi itu sebagai upaya untuk memberikan perlin-

dungan dan pemenuhan hak anak.                                    (Dhi)-f

Ipung Purwandari SH
Fraksi PDI Perjuangan 
DPRD Kota Yogyakarta

KR-Istimewa

KR-Riyana Ekawati

Drs K Baskara Aji

Pemkot Terima 29 Permohonan
Dispensasi Pernikahan Anak

BPEK PDIP Gelar Pameran UMKM Milenial


